
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Konklusi atas permasalahan sesuai dengan rumusan masalah yang pertama adalah,

pengaruh dari penerapan Non Conviction Based (NCB) atau Undang-Undang

Perampasan aset ini akan membuka mekanisme kesempatan untuk merampas segala aset

hasil tindak pidana, aset yang diduga merupakan hasil pidana, aset yang digunakan

sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, dan aset yang telah dialihkan atau

dikonversikan menjadi harta kekayaan lain. Dalam konteks tindak pidana korupsi, asas

non-conviction based mengacu pada strategi hukum yang memungkinkan perkara korupsi

diselesaikan tanpa terlebih dahulu memerlukan bukti bersalah yang konvensional,

Strategi ini lebih berfokus pada akumulasi aset yang tidak sesuai dengan pendapatan sah

atau aset yang diperoleh melalui hasil tindak pidana korupsi atau kriminal. Selain itu,

pengaruh dari penerapan NCB ini dapat mendorong upaya untuk pengembalian dan

penyelamatan kerugian negara dengan mekanisme yang dimulai pada tahap penelusuran,

pemblokiran dan perampasan. Hal ini dapat secara cepat dan efektif dalam merampas aset

hasil tindak pidana apabila pelaku tindak pidana korupsi sakit permanen, lari, meninggal

dunia dan tidak diketahui keberadaanya. Selain itu, diperlukan harmonisasi formulasi

pembaruan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana dalam harmonisasi

dengan sistem hukum di Indonesia dapat berupa menambah, menyesuaikan dan

memperbarui. Penerapan NCB dengan mekanisme yang peradilan dengan menggunakan

mekanisme perdata, sehingga negara akan berhadapan dengan benda di pengadilan,

negara akan membuktikan bahwa benda tersebut merupakan benda yang menjadi

kewenangan dalam perampasan aset, hal ini juga perlu penyesuaian atau pengaturan yang

spesifik supaya tidak bertentangan dengan asas dan sistem hukum yang berlaku di

Indonesia.

2. Dalam hal problematika dan tantangan penerapan NCB ini maka mekanisme perampasan

aset tanpa putusan pengadilan harus dipastikan tidak mencederai hak asasi manusia.

Seperti halnya hak terdakwa untuk menyampaikan keterangan di persidangan, dengan
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mekanisme pembuktian terbalik tentunya akan menjadi efektif dalam upaya

pengembalian kerugian negara yang mana sewaktu-waktu akan dialihkan dan

dikonversikan. Kemudian, terkait kelembagaan perlu ada pengaturan yang spesifik

tentang siapa yang mengelola aset negara ini, apakah Pusat Pemulihan Aset, Kementerian

Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Serta peran dan kewenangan daripada

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Rumah Penyimpanan Benda

Sitaan Negara menjadi sangat penting dalam keberhasilan perampasan aset ini.

Sinkronisasi kelembagaan dalam upaya perampasan aset ini adalah terkait pengelolaan,

penyimpanan aset, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,

penggunaan, pemanfaatan. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pada intinya menyebutkan bahwa jaksa

masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak

pidana khusus). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa KPK bertugas untuk

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

5.2 Saran

1. Terkait dengan pengaruh dan korelasinya dengan asas hukum yang berlaku di Indonesia

maka harus sesegera mungkin membuat perubahan dalam rangka memasukan mekanisme

prosedur pembuktian terbalik yang dapat digunakan untuk proses yang krusial dalam hal

pembuktian. Memisahkan antara kesalahan dan perampasan terhadap harta kekayaan para

pihak-pihak. Penggunaan mekanisme perampasan tanpa pemidanaan harus fokus pada

penyelamatan aset negara. Perlu sosialisasi dan pelatihan kepada para penegak hukum

tentang mekanisme perampasan aset.

2. RUU Perampasan Aset harus bisa menjangkau hal tersebut supaya kedepannya tidak

terjadi kekosongan hukum. Dalam hal pemblokiran dan penyitaan yang berada di luar

negeri ditolak, penyidik dan penuntut umum dapat melakukan pemblokiran yang terdapat

di Indonesia sebagai pengganti yang nilainya setara. Terakhir, RUU Perampasan Aset

juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, misalnya pada saat ini banyak

menggunakan uang digital atau cryptocurrency. Dalam tahap pemulihan dan pengelolaan
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yang terjadi tumpah tindih kewenangan diharapkan dapat membuat regulasi yang spesifik

terkait bagaimana mekanismenya.
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